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NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KEPULAUAN BANGEKA BELITUNG

DAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TENTANG

OFTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI

FERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PEMBINAAN HUKUM DAN

PELAYANAN HUKUM

NOMOR
NOMOR

: W7.HH.D5.05-3665
: 100.3.7/13/111/2025

Pada hari ini Sclasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Agustus tahun Dua
Ribu Dua Puluh Lima (26-08-2025), kami yang bertanda tangan di bawah

i

1.

2.

JOHAN MANURUNG

HIDAYAT ARSANI

: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di
Kompleks Perkantoran Gubernur Kep. Bangka
Belitung, Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Air
Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Kantor  Wilayah Kementenan Hukum
Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya
disebut PIHAK KESATU.

: Gubernur Kepulauan Bangka  Belitung,

berkedudukan di Komplek Perkantoran dan
Permukiman Terpadu Jalan Pulau Bangka,
Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan,
Kotz Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam
Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri
disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang
menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah
berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum;

2. PIHAK KEDUA adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

3. bahwa untuk mendukung sinergi perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan dibidang peraturan perundang-undangan, pembinaan
hukum, dan pelayanan hukum, perlu dilakukan sinergi yang saling
menguntungkan antara PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, sesuai kedudukan dan kewenangannya, PARA
PIHAK scpakat untuk menyusun dan melaksanakan Nota Kesepakatan
tentang Optimalisasi Tugas dan Fungsi Peraturan Perundang-undangan,
Pembinaan Hukum, dan Pelayanan Hukum dengan ketentuan sebagaimana
tertuang dalam pasal berikut.

Pasal |
LATAR BELAKANG

Latar belakang Nota Kesepakatan ini adalah untulk:

a, meningkatkan koordinasi serta memperluas jaringan kerja guna
mengoptimalkan sinergi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi
PARA PIHAK; dan

b. mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang taat
asas, pembinaan hukum, dan pelayanan hulktum yang optimal di
lingkungan PARA PIHAK.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan sinergi bag
PARA PIHAK dalam melaksanakan optimalisasi tugas dan fungsi
peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, dan pelayanan
hukum.



(2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah terlaksananya optimalisasi
tugas dan fungsi peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum,
dan pelayanan hulum.

Pasal 3
LOKAS] SINERGI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan di lokasi PARA
PIHAK.

Pasal 4
OBJEK SINERGI

Objek dari Nota Kesepakatan ini adalah optimalisasi tugas dan fungsi
peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, dan pelayanan
hukum.

Pasal 5
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi optimalisasi tugas dan fungsi
peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, dan pelayanan hukum
dibidang:
a. pembentukan peraturan perundang-undangan;
b. analisis dan evaluasi hukum;
c. pembinaan hukum;
d. indeks reformasi hukum;
e. pelayanan administrasi hulkum umum; dan
. pelayanan kekayaan intelektual.

Pasal 6
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PARA PIHAK menyiapkan dan menetapkan kebijakan dan rencana kerja
yang akan dilaksanakan dalam Nota Kesepakatan ini.

(2) PARA PIHAK berkomitmen dan bertanggungjawab dalam melaksanakan
kebijakan dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



Pasal 7
PELAKSANAAN

(1) Dalam melaksanakan optimalisasi tugas dan fungsi peraturan
perundang-undangan, pembinaan hukum, dan pelayanan hukum
dilaksanakan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh
PARA PIHAK.

(2) Rencana kerja scbagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

(3) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini PARA PIHAK menunjuk
Pejabat/Perangkat Daerah/Instansi/Unit Kerja/Kantor Perwakilan
dilingkungannya sesuai dengan kompetensi, kewenangan, tugas pokok
dan fungsinya terkait ruang lingkup Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

(1) Jangka waktu Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak
ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri atas
persetujuan PARA PIHAK.

{2} Perpanjangan dan pengakhiran Nota Kesepakatan scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga)
bulan dan/atau berdasarkan persetujuan PARA PIHAK sebelum
berakhirnya jangka walktu Nota Kesepakatan ini.

(3) Nota Kesepakatan ini berakhir karena ;

a. berakhirnya jangka wakt Nota Kesepakatan;

b. tujuan Nota Kesepakatan telah tercapai;

c. terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhini kerja sama;

d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengakibatkan Nota Kesepakatan tidak
dapat dilaksanakan;

e. objek Nota Kesepakatan hilang atau musnah;dan/atau

f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau
terdapat putusan pengadilan yang berkeluatan huloum tetap.

(4) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), maka pengakhiran Nota Kesepakatan ini tidak mempengaruhi
hak dan kewajiban PARA PIHAK yang belum diselesaikan akibat adanya
Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9
PEMEBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini
dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lainnya
yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisinan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan imi,
PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan
mufakat.

Pasal 11
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini
dilakukan oleh PARA PIHAK baik secara besama-sama maupun sendiri-
sendiri secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Pasal 12
SURAT MENYURAT

(1) Untuk melakukan koordinasi dan surat menyurat PARA PIHAK sepakat
dan setuju untuk menunjuk pihak-pihak selaku penanggungjawab Nota
Kesepakatan ini.

(2) Pihak-pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
berikut :

PIHAK KESATU :

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung

Alamat :  Kompleks Perkantoran Gubernur Kep. Bangka
Belitung, Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Air
Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung

Narahubung : Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan
dan Pembinaan Hukum

Email . kemenlumbabel@pmail.com

Telpon /HP : 0T17-43943

PIHAK KEDUA :

Biro Hukkum Setda Prov,. Kep. Bangka Belhtung

Alamat ¢ Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Air [tam,

Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang,
Prov. Kep. Bangka Belitung

Narahubung : Kepala Biro Hukum

Email . tupim.setf@babelprov.go.id



2]

(1]

(2]

PARA PIHAK wajib memberitahukan sccara tertulis kepada PIHAK
lainnya dalam hal terjadi perubahan alamat atau kontak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan tidak perlu melakukan perubahan maupun
adendum terhadap dokumen Nota Kesepakatan ini.

Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini terdapat kebijakan
pemerintah dan  peraturan  perundang-undangan lain @ yang
mengakibatkan perubahan dalam Nota Kesepakatan ini, selanjutnya
akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Nota
Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum
yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian MNota Kescpakatan Sincrgi perencanaan dan  pelaksanaan
pembangunan ini dibuat dan ditandatangani di Pangkal Pinang pada hari
dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup,
masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

KESATU,

PIHM{_HEDU&

.lr\.r:- a

li-EIJMIEW]E?H ¥ Lk
Firs b

";" T el
-4 -_h__‘_._,_.- i ___.-"-

HI’D&L.ET ARSANI



FIHAK KESATLU: KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HMUKUM KEFILALAN RANCESA TTELITUND

WEHCANA KRRIA

OPFTIMALISASE TUGAS DAN FUNGS] PERATURAN PERLINDANG-UNDANCAM, PEMITNAAN HUKUM, DAN PELAYANAN HUKUM

FHAK KEDUA: FEMERINTAH FROVING] KEPFULALLAN BANCEA HELITUMNG

Tugns dan Tangng sl

Belitung

undangan

Mo, | TTOmRm/ Uit Kerpa Pelakoans | Lokew | Somber . Tahun Chatpat Chutcome
e osisn i denn - s [Foa6 | 2037 | 2026 | 2029 | VINAK KESATU | FHIAK RIZIUA e
[ 1 2 E] ) ) 0 7 ] 9 0 i
BFD.I\.I"N_:I-._FE.HIIE}-I‘WILAJI P‘EIH;'[lFRAH P'EFIUH'DM!E_-!JH‘BMMH = X
L Perencanun Knntor Wilayak PR RN JANHLIARL- | v | | ] Memlnsilitual Menynenpuknn | Frogrum Terbeniulays
Pembentulmn EKementenan Hukum FHAE PIHAK DESEMBER M PENCIAA R pErEnCacidEr permleeniuk | Perds ynng
Pemtumn kepulmuan Bangha ilan /intau pembentulkan pembeniukon an Eermiruibiiug,
DCaerah Belitung Dnasl samber = TR ] peraisrnn fefalufan errpaiiu,
Peraturan Perundang- pemlyimynn doernl: dnerah dperad musternalin,
undangen dan n kinmnys L ST
Pemtdiun Hukam yn g saky keebiutubaen,
T s preori
Pemprov: dengan daerab.
Dinerah di kebenunn
Linghkangan peralarn
Pemeriniah Provins penundang-
Kep. Bangla Belilung undmigan
=T Pengharmonis | Kantor Wilaynh PARA PARA JANLUARL- ol v N o ¥ Memfanbiins Menymm paikan Rancangmn | Terpenuhimyn
nman Kementerian Hubam | PIHAK | PIHAK DESEMBER penghammonisas | permolionan Perafuran | peramuran
Peraturan Kepulaunn Bangls dan fatau inn roncongan harmonisasi Doerah/Ra | perundang-
Perundang- Belitung Divis sumber peraturan FAAEARELA DCAREan undangan
L Ean Peraturan Perundang- premivayna dnerahfrancang | peraturan Peraturan | ynng sesua
undangsn dan n lainnya an peratiusmn daerah frencang | Kepala dengan e
Pembinaan Huloum yang sah kepala dasrah ] peraiurnn | Daerah pembenbaian
se sl kepaln dinermh TR R
keeteniumn undangan
Rire Hulum Setdn peratiran
Proving Kep. Bangha perundang-




Analisis dan Fantor Wilaynh PARA | PARA [ TARUIARI- Meminsiitas Mengnveninnar | Evaunm Terwujuinys
embuns Kementerinn Hukum | FIHAK | PIH{AK DESEMBER mnalisin dan peTaiLman perAlurmn | permiuran
LETEL LT Kepulaaan Dangleon dnn f atona rwrliisad dnerahfperaturs | perundang: | pensndang
Belimang Dinvisa marmbaer peeTaiLF m leepaln desroh | usdangan L A
Peraturmn Penindnng- pembiaymn doeralh fperaturs | olyjek nanlinis yEOE
undangin dan 0 Lainmiya n kepola deerih | evnluns seclerhagn,
Pembinann Hukum yang sah haArmmn,
sesunl Jelma, efebonl,
Pempiov, Bise Hakuis d-:nl,un dlag cfimcii.
Setda Provinsi HKep. ke teiaan
Hangkn Belitung peernisimmn
penundnng-
APl AR
indeks Kantor Waikayah PARA PARA JAMUARL Melakukan Melak sanakmn Invifelken Terlak=aumn
relormas Kementerian Hukum PIHAK PIHAK DESEMEBER pendlampingan penilaian indeks | Reformasi Ty
bakum Kepulaunn Dangka dinn fateas penilaian indeks | reformani Hukum peiniseriig
Belitung: Divis fika il reformms huboum loan
Perntummn Perandang- pembioyvas hauleuem Pt
undangrn dan n lainnys perundan
Pembinann Huloxm yang sakh g
wERL i gikn
Pemprov: Bire Hukum dengan yung baik
Setda Provins Hep, Eeen uan
Banghn Belitung peEdEILTT Terlakaananyn
prrundeng- T TP
ndangae dan svaluasi
PeErairan
perundang-




|"i. Feminnnan T R L PARA FARA JANUARE. = BAPAnML kun - Mclufsanakan | Trrbaksanm | Terpermbunys
Hiuaboaan Kemeenierian ukoam MHAR LR LEET S DESEMOER et gan reen e halana e e bosliminm
Kepulmumn Bamgio dinn /mtao penpelalans Jmrmpn pengelolnnn | Jariogan
Belitung: D sumber Jnringnn Dhebouumentisd slaringgan Chesbgr ppmery it
Permiurnn Perumdang- pembinyan Daloumentnsl Informasi Dokumenia | [nformas
undangan dan n lsinnyn [ farmans Huaknam (PEXEE) o Informmsl | Huksm LTERY
Pembinmnn Huakneem yang sah Flsikaam RIEH] Fihubann g tadk
srmannd Aielll)] L
Pemprow: Biro Huloam dengni [T miLTan
Herdm Provins Kep. ketentuan poruBdang-
Banglm Belitung perniran windangan
perundang-
R gan = Menafnailidasl = Memluailitinsai Terlaksang  |-Mraingkainya
tmn an Ay® Dudaym
Melnbosarenbnn Melaknanmkan pembirmn huksm
pembinann dan pembinman dan | dm sy arnkat
pengembangan pengembangan | pengemban | seria
budays naboum budoyn hukiem | gon budaym | menuninnya
mney ihidial muayarnkal b kewmy an gl
manyarabon | kerimnaliies di
masyarakst
« Memfnslitnal |- Meminaiditosd Terlnbaona |- [emalkin
il dan | mermim dun
Wolle e s by Melaksanakan pemberian mudahnyn
pemberian pemberian banfuan Ay iErakal
ban fusnny i ALy hukum uniuk
nukum kepodn hulkum kepsdn hepmia mendapitkan
mmsy skl mmLasy ralul masymrakal | akses keadilan
tidok mampu Hdak marmpis tidmk
mampu
BIDANG PELAYAMAN HLUIKLI
B, Driscminas Kantor Wilaysh PARA FARA JANLARI- I.Melaksanaiean | |. Melaksanok | Meninglat | Terindusgn
keknyman Kementerian Hulkum | FIHAK | FIHAK DESEMBER kepistan an kegintan | nyn Vil BECHTE
iotelebomual di Kepalauan Bangka e f etau desminasl desirmmmsi pemahama | hukum
wilnymh BEI.IHu.nE_Eidml sumber Borlescymunn kel LT meluruby




LT 1117}
gintiitfad sl
i

! 1t
I it
[l il

i
bt B _:_ |
i il WMWLE% i i

L

o

s S e



Hmilan Prrencmnnan

Prmbangunan dan

Peneliunn

Pengem isngsan

Craeenll

Prow K, P kn

i b, TR | | AT YL | N (| (S | S| S PRI, TSI | IR | SN | | (P
Perhndungan | kasior Wilnyah PARA AR ETTTIIE W Tt Traminmalitani Tenlafarny | Terlndungn
Huicum Eememennn Hukam | FIHAK | FIHAK DESEMEEN perulaltir by n grivmkik 0 secara
kekavnar Repulaunn Barghs dan atni keloymn prendaflarmn prrs btk kigim
mitelcktual Beliung Bidnng siamilser infeirkiunl yeng | lorkayann g FEAE weluirul
presduk LIk Prlayanan Eolaynin pemthayan dimjubtan oleh inielebiunl  pars | UKW don piasluk whm
dan ekonomi Inbebelotal n launnya pahiak ke iiia pelabiu UKM dan | pelalo dinn prari
kereanid ¢l yang sali chmmemi  breatif | elonami perlabin
Prosanica Pempros: e | di perene. | reatif i ebomoani
Kepulsuan Mhnas Koperas dengnn Kepulmian prow, Kep kreatal
Hanghen UKM L L RTT Darigha Belitung | Dangks
Belitung, [T wmn Belinuang

Dhns Panwisnta PeTunatang-

Krbudaymnm dan i gy

Eiepermudna

Ciknduragm

Dimas Perindu siman

dan Perdagangan
Pemn ghotmn Kantor Wilayah FARA PARA JANUARI- Memmiliias Membnsilitisi Terdaftamy | Terbndungin
pemaharean Kementeran Hukum | PIHAK PHAK DESEMBER penclafinzan blaya a produlk TE RCEAFT
dam Kepulmian Basgls dan | ata kebaoyonn pendafioran i b By
Pendafarun Belitung: Ridnng sumber intelelaund ynng | leckayaan pelalo e huruh
badan hukum | Pelayanas pembiayan dinjulean oleh inteledtunl pars | UKM dan produsk ulim
peErmarGan Administrasi Hulkoum o Lasnnya piliak ke dun peladou UKM dan | pelokos dan para
prETOT RO Umiim ynng sah elonomi  kreatil | ekonosni pelakil
bagp pelaku sesual di prov. | kreatif di ehanoem
ehnnomi Dinas Hoperasi dan hetentuan Hanghkn Belitung | Bangn
kacatil di pror LHM T aliddnn Belitung
Kep. Babed perundong-

Dinas Pariwnisila unilangan

Eebudnyaan dan




Kepemudan
Oinhrmpgs

[Hinaa Perindusmrinn
dmn Perdagangan




